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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Data Mandiri 

Masyarakat Miskin Daerah (DAMISDA) sebagai Instrumen Kebijakan Publik 

dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025, dapat 

disimpulkan bahwa implementasi DAMISDA secara umum telah berjalan 

dengan baik dan mampu mendukung penyelenggaraan kebijakan 

penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan analisis 

menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, keberhasilan 

implementasi tersebut dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu komunikasi, 

sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. 

Pada aspek komunikasi, penyampaian informasi kebijakan telah 

dilakukan secara berjenjang melalui rapat koordinasi, sosialisasi, bimbingan 

teknis, surat edaran, serta pemanfaatan media komunikasi seperti grup 

WhatsApp. Mekanisme tersebut mampu menciptakan kesamaan pemahaman di 

antara pelaksana kebijakan mulai dari tingkat kabupaten hingga desa. Meskipun 

demikian, pemahaman masyarakat terhadap DAMISDA masih perlu 

ditingkatkan agar masyarakat tidak hanya memahami kegiatan pendataan, tetapi 

juga mengetahui tujuan dan manfaat DAMISDA sebagai basis data pengentasan 

kemiskinan. 

Pada aspek sumber daya, implementasi DAMISDA telah didukung oleh 

ketersediaan sumber daya manusia, informasi, kewenangan, aplikasi, serta 
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dukungan anggaran operasional di tingkat desa. Namun demikian, masih 

ditemukan keterbatasan pada sarana prasarana, terutama kualitas jaringan 

internet, perangkat pendukung di beberapa desa, serta perlunya peningkatan 

kapasitas teknis operator agar proses pemutakhiran data dapat berjalan lebih 

optimal. 

Pada aspek disposisi pelaksana, seluruh pelaksana menunjukkan 

komitmen yang tinggi dalam melaksanakan pendataan, verifikasi, dan validasi 

data sesuai kondisi riil masyarakat. Sikap tersebut menunjukkan adanya 

tanggung jawab serta kesadaran bahwa kualitas data menjadi faktor utama 

dalam menentukan ketepatan sasaran program penanggulangan kemiskinan. 

Komitmen pelaksana menjadi salah satu faktor penting yang mendukung 

keberhasilan implementasi DAMISDA. 

Pada aspek struktur birokrasi, implementasi DAMISDA telah memiliki 

pembagian tugas yang jelas melalui keterlibatan BAPPEDA, Dinas Sosial, 

kecamatan, pemerintah desa, operator DAMISDA, serta Tim Sensus 

Masyarakat Miskin Daerah yang bekerja berdasarkan petunjuk teknis dan 

Standar Operasional Prosedur (SOP). Koordinasi antarinstansi telah berjalan 

cukup baik, namun sinkronisasi data dan kolaborasi lintas perangkat daerah 

masih perlu terus diperkuat agar pemanfaatan data DAMISDA dapat dilakukan 

secara lebih optimal oleh seluruh organisasi perangkat daerah. 

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi 

DAMISDA telah menjadi instrumen kebijakan publik yang efektif dalam 

mendukung penyediaan data kemiskinan yang lebih akurat, mutakhir, dan 
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terintegrasi sebagai dasar perencanaan program penanggulangan kemiskinan di 

Kabupaten Bojonegoro. Namun demikian, peningkatan kapasitas sumber daya 

manusia, penguatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi pemanfaatan data oleh 

seluruh perangkat daerah, serta peningkatan sarana pendukung masih 

diperlukan agar implementasi DAMISDA mampu memberikan kontribusi yang 

lebih optimal terhadap pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan 

beberapa saran sebagai berikut. 

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, perlu meningkatkan koordinasi 

lintas organisasi perangkat daerah agar pemanfaatan data DAMISDA 

semakin terintegrasi dalam penyusunan program dan kebijakan 

penanggulangan kemiskinan. Selain itu, evaluasi pelaksanaan DAMISDA 

perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan kualitas data tetap akurat 

dan mutakhir.  

2. Bagi BAPPEDA dan OPD terkait, perlu meningkatkan intensitas sosialisasi 

dan bimbingan teknis kepada pemerintah desa dan operator DAMISDA, 

khususnya ketika terdapat perubahan petunjuk teknis maupun 

pengembangan sistem aplikasi. Upaya ini penting untuk menjaga 

keseragaman pemahaman dan meminimalkan kesalahan dalam proses 

pendataan.  

3. Bagi Pemerintah Desa, perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

proses pendataan melalui musyawarah desa, penyampaian informasi yang 
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lebih terbuka, serta mendorong masyarakat untuk melaporkan perubahan 

kondisi sosial ekonomi secara aktif sehingga data yang dihasilkan benar-

benar sesuai dengan kondisi di lapangan.  

4. Bagi pengelola sistem DAMISDA, perlu dilakukan peningkatan kualitas 

infrastruktur teknologi informasi, termasuk optimalisasi jaringan internet 

dan pengembangan aplikasi agar lebih stabil, mudah digunakan, serta 

mampu mendukung proses pembaruan data secara lebih cepat dan efisien.  

5. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian 

dengan menggunakan pendekatan yang berbeda, seperti evaluasi 

implementai pemanfaatan data DAMISDA terhadap ketepatan sasaran 

program bantuan sosial atau mengkaji dampak implementasi DAMISDA 

terhadap penurunan tingkat kemiskinan melalui pendekatan kuantitatif 

maupun mixed methods sehingga diperoleh gambaran yang lebih 

komprehensif mengenai kontribusi DAMISDA dalam pengentasan 

kemiskinan. 
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